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TEÏÏTANG

PETUNJUK TEKNI3 TATA CARA KERJA SAMA PEMERINTAH
KABUPATEN PRÏNGSEWU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PRÏNGSEWU f

Menimbang ; a. baliwa dalam rangka menlngkatkan penyelenggaraan
efektifitas pelayanan kepada masyarakat, Pcrftcrintah
Kabupaten Pringsewu perlu menjalin kerja sama antar
daerah maupun kerja sama dengan pihak ketiga serta
pihak luar negen;

b. bahwa untuk melaksanakan kerja sama sebagaimana
dimaksud dalnm huruf a, perlu diatur mengenai tata
carakeija sama pemerintah Kabupaten Pringsewu;

c. bahwa berdasarkan peitimbaiigan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis
Tata Cara Kerja Sama Pemerintah Kabupaten
Pringsewu,

Mengingat : I. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008 tentang
Pembentukan Kabupaten Pringsewu dl Provinsi
Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 185, Tambahart Lcmbaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4932);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 20 LI tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

3, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubab beberapakali terakhir
dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679];



4. UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014 tenting
Administrasi Penterintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tabun 2014 Nomor 292,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5601);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang
Tata Cara F¥lakaanaan Keija Sama Daerah (lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112,
Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Ifomor 4761);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 114f Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

7. Peraturan Menteri Dalam Negert Nomor 3 Tahun 2008
tentang Pedcman Pelaksanaan Keija Sama Pemerintah
Daerah Dengan Pihak Luar Negeri;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun
2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Keqa Sama
Daerah;

9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun
2009 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan
Kerja Sama Antar Daerah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
2036);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 16
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Pringsewu (Lembaran
Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2016 Nomor 16);

12. Peraturan Bupati Pringacwu Nomor 42 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas
Pokok, Fungsi dan Tata Ketja Sekretariat Daerah,
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,
hispektumt, Satuan Pollsi Pamong Praja dan Staf Ahli
Bupati (Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu
Tahun 2016 Nomor 42);

MEMUTUSKAN:

Mcnrlapkaii ; PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJÜK TEK NIS TATA
CARA KERJA SAMA PEMERINTAH KABUPATEN
PRINGSEWU.



BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Pringsewu.
2 Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat

daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan
daerah.

3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan unisan
pemerintahan oleh pemenntah daerah dan DPRD
menurut aaas otonomi dan tugas pembantuan dengan
prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan
prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia
aebagaimana dünaksud dalam Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

4 Bupati adalah Bupati Pringsewu.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. yang selanjutnya

disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Pringaewu.

6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya
disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan
pemerintahan daerah yang dibabas dan disetujui
bersania oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan
ditetapkan dengan Peralutan Daeiali.

7. Keija sama adalah kegiatan atau usaha yang
dilakukan oleh beberapa orang (lembaga, pemerintah,
dan sebagainya) untuk mencapai tujuan bersama.

A Keija sama daerah adalah kesepakatan antara
gubernur dengan Bupati kota dan/atau antara Bupati
dengan bupati/walikota yang lain, dan/atau Bupati
dengan pihak ketiga, serta pihak luar negeri, yang
dibuat secajra tertulis serta menimbuLkan hak dan
kewajiban.

9. Keija sama antar daerah adalah kesepakatan antara
gubernur dengan bupati dan/atau antara bupati
dengan bupati/walikota lain yang dibuat secara
tertulls dan menimbulkan hak dan kewajrban.

10. Kerja sama daerah dengan pihak ketiga adalah
kesepakatan antara Bupati atas name. Pemcrintah
Daerah dengan Kementerian/Lembaga Pemerintah
Non Kementenan (LPNK) atau sebutan lain, dan badan
hukum.

1 L Pihak ketiga adalah kementerian/lembaga pemerintah
non kementerian atau sebutan lain, perusahaan
swaata yang berbadan hukum, badan usaha milik
negara (BUMN), badan usaha milik daerah (BUMD),
koperasi, yayasan, dan lerribaga di dalam negeri
lainnya yang berbadan hukum.



12. Keija sama luar negeri adalah suatu rangkaian
kegiatan yang terjadi karena ikatan formal antara
pemerintah daerah dengan pihak Luar negeri untuk
bcrsama-sama mencapai suatu tujuan tertentu dalaxn
rangka penyelenggpraan pemerintshan daerah.

13. Pihak luar negeri adalah pemerintah negara hagian
Stan pemerintah daerah dt luar negeri, perserikatan
bangsabangsa termasuk badanbadannya dan
crganisasi/lembaga internasional Lainnya, organisasi/
lembaga swadaya masyarakat luar negeri Berta badan
usaha milik pemerintah negara/negara bagian/daerah
di luar negeri dan swasta di luar negeri.

14. Surat kuasa adalah naskah dinas yang dikeluarkan
oleh Bupati sebagai slat pemberitahuan dan tanda
bukti yang berisi pembtrian mandat alas wewenang
dan Bupati kepada pejabat yang dtben kuasa untuk
bertindak atas nama Bupati untuk menenma naskah
kerja semi daerah, menyalakan peraetujuan
Pemerintah Daerah untuk mengikatkan diri pads keija
sama daerahT dan/atau nuenyelesaikan hal hal lain
yang diperlukan dtdum pembuatan keija sama daerah,

15. Kementerian/Lembaga Pemerintah Mon Kementenan
yang selanjutnya discbut Kementeriun/LPNK adalah
Perangkat Pemerintah yang membidangj urusan
tertentu dalam pemerintahan.

Ifi. Organisesi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut
OPD adalah unsur pembantu Bupati dalam
penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri
dari sekretariat daerah, sekretariat dewan perwakilan
rakyat daerah, dinas daerah, lembaga teknis daerah,
dan kecamatan.

17. Bagjan Bina dan Fasilitasi Prcwduk Hukum yang
selanjutnya disebut Bagian Hukum adalah unit kerja
daerah Kabupaten Pringsewu yang memfasilitasi
peijanjian kerja sama daerah Pemerintah Kabupaten
Pringsewu.

18. rim Teknis Penumisan Peijanjian Kerja Sama Daerah
yang selanjutnya. disebut Tim TP2KD adalah Tim yang
dibentuk oleh Bupati untuk membantu Bupati dalam
merumuskan atau menyiapkan peijanjian ketja sama
daerah.

BABU
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2
(1) Maksud ditetapkannya Peraturan ini adalah sebagai

pedoman pelaksanaan keija sama bagi Organisasi
Perangkat Daerah.



(2) Tujuan ditetapkannya Peraturan ini adalah agar
pelaksanaan kerja sama daerah dapat berdayaguna
dan berhasilguna dalam pelaksanaan pembangunan
dan peningkatan kesejahteraan maayarakat.

BAH 111
RUANG LINGKUP

Pass! 3

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini
meliputi:
a. prinsip kega sama;
b. subyek dan ubyek kerja sama,
c. macarn dan bentuk;
d. persyaratan kerja sama;
e. tata cara kerja sama;
f. persetujuan DPRD;
g. tahapan tata cara kerja sama;
h. tim koordinasi kerja sama daerah;
i. naskoh keija sama;
j. basil dan pembiayaan keija sama;
k. berakhimya kerja sama;
1. perubahan kerja sama;
m. penyelesaian perselisihan.

BAB IV
FRINSIP KERJA SAMA

Pasal 4

Kerja sama dilakukan dengan prinsip:
a. efisiensi;
b. efektivitas;
c. sinergi;
d saling menguniimgkan;
e. kesepakatan bereama;
f. itikad haik;
g. mengutamakan kepentingan nasional dan keutuhan

wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
h pergamaan kedudukan;
1. üansparaiisi,
j. keadilan;
k kepastian hukum;
1. mernberikan manfaat;
m. tidak mengganggu stabilitas politik dan keamanan

perekonomian;
n. menghormati kcdaulatan Negara Kesatuan Republik

Indonesia;
o. mempertahankan keberlanjutan lingkungan;
p sesuai dengan peraturan perundang-undargan.



RAR V
SUBJEK DAN OBJEK KERJA SAMA

Pasal 5

(1) Subjek kerja sama meliputi antara lain:
a. kupati,
b. pihak Icetiga; dan/atmi
c. pihak luar negert

(2) Objek kerja sama daerah adalah seluruh urusan
pemerintahan yang telah menjadi kewenangan daerah
atonom dan dapat berupa penyediaan pelayanan
publik.

BA0 VI
MACAM DAN BENTUK KERJA SAMA

Bagian Kesatu
Macam Kerja. Sama

Basal 6

Macam kerja sama terdiri dari;
a. kerja sama daerah; dan/atau
b. kerja sama luar negert

Paragraf 1
Macam Kerja Sama Daerah

Basal 7

Kerja sama daerah sebagairnana dimaksud dalam Pasal 6
huruf a meliputi:
a. kerja sama antar daerah; dan/atau
b. kerja sama daerah dengan pihak ketiga.

Basal 8

Bentuk kerja sama antar daerah aebagaimana dimakEud
dalam Pasal 7 huruf a meliputi;
a. kerja sama pelayanan bersama adalah kerja sama

antar daerah untuk memberikan pelayanan bersama
kepada masyarakat yang bertempat tinggal di wilayah
yang rncrupaken yuriadiksi dari daerah yang bekerja
sama, untuk membangun fasilitas dan memberikan
pelayanan bersama;

b, ketja sama pelayanan antar daerah adalah keija sama
antar daerah untuk memberikan pelayanan tertentu
bagi suatu wilayah masyarakat yang merupakan
yuriediksi daerah yang bekeija sama, dengan kewajiban
bagi daerah yang menerima pelayanan untuk
memberikan suatu kompensasi tertentu kepada daerah
yang memberikan pelayanan;



c. kerja sama pengembangar sumber daya manusia
adalah kerja sama antar daerah untuk meningkatkan
kapasitas sumber daya manueh dan kualitas
pelayanannya melalui alih pengetahuan dan
pengalaman, dengan kewajiban bagi daerah yang
menerima pelayanan untuk metnberikar suatu
kompensasi tcrtcntu kcpada daerah. yang memberikan
pelayanan;

d, kerja sama pelayanan dengan pembayaran retribusi
adalah keija aama antar daerah untuk membertkan
pelayanan publik tertentu dengan membayar retribusi
atas jasa pelayanan;

e. keija sama perencanaan dan pengurusan adalah kerja
sama antar daerah untuk mengembangkan dan/atau
menmgkatkan layanan publik tertentu, dengan mana
mereka mertyepakati reneana dan programnya, tetapi
melaksanakan sendiri-seiidiri rencana dan program
yang berkait dengan jurisdiksi masing-masing. Kerja
sama tersebut membagi kepemilikan dan tanggung
jawab atas program dan kontrol ataa impiementasinya;

f. kerja sama pembelian penyediaan pelayanan adalah
kerja sama antar daerah untuk menyediokan layanan
kepada daerah lain dengan pembayaran sesuai dengan
peijanjian;

g. kerja sama pertukaran layanan adalah kerja sama
antar daerah melalui suatu mekanisme pertukaran
layanan (imbal layan};

h keija sama pemanfaatan peralatan adalah kerja sama
antar daerah untuk pengadaan/penyediaan peralatan
yang bisa digunakan bersama; dan

i. kerja sama kebijakan dan pengaturan adalah keija
sama antar daerah untuk mcnsclaraskan kebijakan
dan pengaturan terkait dengan suatu urusan atau
layanan umum tertenta.

Pasal9

(1J Macam kerja sama daerah dengan pihak ketiga
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b
meliputi:
a. keija sama dengan kcmentcrian/LrNK atau

sebutan lain; danƒatau
b. kerja sama dengan BUMN, BUMDt perusahaan

swasta yang berbadan hukum, koperasi, yayasar
dan lembaga lainnya di dalam negert yang
berbadan hukum.



(2) Bentuk keija sama dengan kernenterianƒ LPNK
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruƒ a mehputi;
a. keija sama kebijakan dan pengaturan, yaitu kerja

sama daerah dengan kementerian/LPNK untuk
merumuBkan tujuan bcraama berkait dengan
suatu urusan atau layanan umum tertentu yang
dilakukan dengan menselaraskan kebijakan,
rencana strategic, peraturan untuk mendukung
pelaksanaannya, serta upaya implementasmya;

b. keija sama pengembangan sumber daya manusia
dan teknologi, yaitu keija sama daerah dengan
kementerian/LPNK untuk meningkatkan kapasitas
SDM dan kualitas pelayanannya melalui alih
pengetahuan, pengalarnan dan teknologi dengan
suatu kompensasi tertentu.,

c. kerja sama pcrcncatiaan dan pengurusan, yaitu
keija sama daerah dengan kementerian/LPNK
untuk mengembangkan danƒatau meningkatkan
layanan publik tertentu» dengan mana mereka
menyepakati rencana dan progiamnya, tetapl
melaksanaksn sendiri-sendiri nencana dan
program yang berkait dengan kewenangannya
masingmasing; dan

d. keija sama lainnya sesuai peraturan perundangan-
undangan.

(3) Bentuk keija sama dengan BUMN, BUMD, perusahaan
swasta yang berbadan hukum, koperasi, yayasan dan
lembaga lainnya di dalam negeri yang berbadan
hukum sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b
meliputi:
a. kontrak peiayanan;
b. kontrak bangun;
c. kontrak rehabilitasi;
d. kontrak patungan; dan
e. kontrak lainnya sesuai peraturan perundangan-

undangan.

Pasal 10

(1) Kontrak peiayanan dengan BUMN, BUMD. perusahaan
swasta yang berbadan hukum, koperasi, yayasan dan
lembaga lainnya di dalam negeri yang berbadan
hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3)
huruf a meliputi:
a. kontrak operasional/perneliharaan, yaitu

pemerintah daerah mengontrakkan kepada badan
usaha untuk mengoperasikan/memelihara suatu
fasilitas peiayanan publik;

b. kontrak kelola, yaitu pemerintah daerah
mengentrakkon kepada badan hukum untuk
mengelola suatu sarana/prasarana yang dimiliki
pemerintah daerah;



c. kontrak sewa, yaitu badan hukum menyewakan
suatu fasilitas infrastruktur tertentu atas dasar
kontrak kepada pemenntah daerah untuk
dioperasikan dan dipelihara oleh pemerintah
daerah selama jangka waktu tertentu;

d. kontrak konsesi, yaitu badan hukum diberi hak
konsesi atau tanggung jawab untuk menyediakan
jasa pengelolaan atas sebagian atau seluruh sistem
infrastruktur tertentu, termasuk pengoperasian
dar pemeliharaan fasilitas serta pemherian
layanan kepada masyarakat dan penyediaan modal
keijanya; dan

e. kontrak lainnya sesuai peraturan perundangan’
undangan.

(2) Kontrak bangun dengan BUMN, BUMD, perusahaan
swasta yang berbadan hukum, koperasi, yayasan dan
lembaga lainnya dl dalam negen yang beibadan
hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3)
huruf b meliputi:
a. kontrak bangun guna serah, yaitu badan usaha

memperoleh hak untuk mendanai dan membangun
suatu fasilitas/infrastruktur, yang kemudian
dikmjutkan dengan pengelelaannyn dan dapat
menarik furan selama jangka waktu tertentu untuk
memperoleh pengembalian modal investasi dan
keuntungan yang wajar. Setelah jangka waktu itu
berakhir badan usaha mertycrahkan
kepemilikannya kepada pemerintah daerah;

b. kontrak bangun serah guna, yaitu badan usaha
bertanggung jawab untuk membangun
infrastruktur/fasilitas, termasuk membiayaiuya
dan setelah selesai pembangunannya lain
infmötruktur/ftiailitas tersebut diacrahkan
penguasaan dan kepemilikannya kepada
pemenntah daerah. Selanjutnya, pemerintah
daerah menyerahkan kembali kepada badan usaha
untuk dikelola selama waktu tertentu untuk
pengembalian modal investasinya serta
memperoleh keuntungan yang wajar;

c, kontrak bangun sewa serah, yaitu badan hukum
diberi tanggung jawab untuk membangun
inftastTuktur termasuk membiayainya. Pemenntah
daerah kemudian menyewa infraatruktur tersebut
melalui perjanjian sewa beli kepada badan hukum
selama jangka waktu tertentu dan setelah jangka
waktu kontrak berakhir, maka pemerintah
menerima penguasaan dan kepemilikan
infrastruktiir tersebut; dan

d. kontrak lainnya sesuai peraturan perundangan-
undangan.



(3) Kontrak rehabilitaai dengan BUMN7 BUMD,
perusahaan swasta yang berbadan hukum, koperasi,
yayasan dan lembaga lainnya di dalam negen yang
berbadan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal
9 ayat |3) huruf c meliputi:
a. kontrak rehabilitasi kclola dan scrah, yaitu

pemerinteh daerah mengontrakan kepada hadan
hukum untuk memperbaiki suatu fasilitas publik
yang ada, kemudian badan usaha mengelolanya
dalam waktu tertentu sesuai dengan peijanjian
selanjutnya diserahkan kembali kepada
pemerintah apabila badan usaha tersebut telah
meniperoleh pengembalian modal dan profit pada
tingkat yangwajar;

b. kontrak bangun tarnbah kelola dan serah, yaitu
badan hukum dibeii hak alas dusai kunLink
dengan pemerintah daerah untuk menambah
suatu fasilitas tertentu pada fasilitas publik yang
ada. Kemudian badan hukum diberikan hak untuk
mengelola bangunau tambahan sampai badan
hukum dapat memperoleh pengembclion modal
dan profit pada tingkat yang waiar; dan

c. kontrak Lairmya sesuai peraturan perundangan-
undangan.

(4) Kontrak patungan dengan BUMN, BUMDf peruaahaan
swasta yang berbadan hukum. koperasi, yayasan dan
lembaga lainnya di dalam negen yang berbadan
hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3)
huruf dr yaitu pemerintah daerah bersama-sama
badan usaha membentuk suatu badan hukum
patungan dalam bentuk perseroan untuk membangun
atau/dan mengelola suatu aset yang dimdiki oleh
perusahaan patungan tersebut, termasuk scgala
kegiatan yang menjadi tingkup usaha perusahsan
patungan.

Paragraf 2
Bentuk Keija Sama Luar Negen

Pasal 1 1

Keija sama luar negen sebagaimana dimaksud Pasal 6
huruf b meliputi:
m keija sama kabupaten atau kota kembar (sister ;
b. kerja sama teknik termasuk bantuan kemanusiaan;
o. keija sama penyertaan modal; danƒatau
d, kerja sama lururiya sesuai dengan peratuiaii

pemndangan-undangan.



Pasal 12

Pemerintah Daerah dalam melaksanakan kerja sama
scbagaimana dimaksud dalam Pasal 1 1 memenuhi
perayaratan sebagal berikut:
a. merupakan pelengkap dalam penyelenggaraan

pemerintahan daerah;
b. mempunyai hubungan diplomatik;
c. men.pakan urusan pemerintahan daerah;
d. tidak membuka kantor perwakilaii di luar negeri;
e. tidak mengarah pada campur tangan urusan dalam

negeri;
f. sesuai dengan kebijakan dan rencana pembangunan;

dan
g* mengutamakan ilmu pengetahuar dan tfiknolcgi yang

dapat dialihkam

Pasal 13

Kerja sama kabupaten atau kota kembar sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1 1 huruf ar selain persyaratan
sebagaimana dirrtaksud dalam Pasal 12 hams
mernperhatikari:
a. kesetaraan status adminiatrasi;
b. kesamaan karakten'stik;
c. kesamaan permasaiahan;
d. upaya sating melengkapi; dan
e, peningkalan hubuiigan antar niasyarakat.

Pasal 14

Kerja sama teknik Lertnasuk Lumtuaii kenmnusiaun
sebagaimana. dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, selain
persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12,
harus memperhatikan:
a. peningkatan kemampuan dan keterampilan sumber

daya manusia dalam penyelenggaraan pemerintahan
daerah;

b. kemampuan keuangan daerah;
c. prioritas produksi dalam negeri; dan
d, kemandirian daerah

Pasal IS

Kerja sama penyertaan modal sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 1 1 huruf c, selain persyaratan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 121 harus memperhatikan:
a. kemampuan keuangan daerah;
b, risiko; dan
e. transparansi dan akuntabilitas.



BAR VII
TATA CARA KERJA SAMA

Bagian Kesatu
Tata Cara Keija Sa-ma Daerah

Pasal 16

(1) Keija sana daerah diawali dengan prakarsa atau
inisiatif bupati dan/atau pihak lain yang akan bekeija
sama.

(2) Prakama atau iniaiatif ayat ( 1 ) dilakukan dengan cara:
a. prakaraa atau inisiatif dart pemerintah daerah

dillskukan rlengsn cara bupati menyampaikan
snrat penawaran yang disampaikan kepada
gubernur dan./atau bupati /walikota lain dan/atau
pihak ketiga tentang tawaran keija sama objek
tertentu;

b. prakarsa atau misiatif dari pemerintah daerah atau
pihak lain dillakukan dengan cara pemerintah
daerah lain/pihak lain menyampaikan surat
penawaran kepada bupati tentang tawaran keija
sama objek tertentu.

Pasal 17

Para pihak sebagainmna dimaksud dalam Pasal 16
mencrima rencana keija sama dan dapat ditingkatkan
dengan membuat kesepakstan bersama yang memuat
sekurangkurangnya:
a. identitas para pihak;
b. makeud dan tujuan;
c. objek dan ruang lingkup keija sama;
d. bentuk keija sama;
e. sumber biaya;
i. tahun anggaran dimulainya pelaksanaan keija sama;

Han
g jangka waktu berlakunya kesepakatan bersama.

Pasal 18

(1) Bupati daiam menyiapkan rancangan perjanjian keija
sama tnelibatkon perangkat daerah tcrkait dan dapat
meminta pendapat dan saran dan para pakar, OPD.
merited dan/atau pimpinan LPNK terkait.

(2) Rancangan perjanjian keija sama sebagaimana
dimak&ud ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
a. subjek keija sama;
b. objek keija sama;
c. ruang lingkup keija sama;
d. hak dan kewajiban para pihak;



e. jangka waktu keija sama;
f. pengakhiran keija sama;
g. kcadaan mcmakaa; dan
h. penyelesaian perseiisihan

Pasal 19

Pelaksanann perjanjimi keija sama dapat dilakukan oleh
OPD

Bagian Kedua
Tata Cara Keija Sama Luar Negeri

Pasal 20

Prakarsa kctja sama pemerintah daerah dengan pihak luar
negeri dapat berasal dari:
a. pemerintah daerah:
b. pihak luar negeri kepada pemerintah daerah; dan/atau
C- pihak luar negeri melalui Menteri Dalam Negeri kepada

pemerintah daerah.

Pasal 21
(1) Prakarsa kerja sama sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 20 huruf a dan huruf b dilaporkan dan
dikonsultasikan oleh Bupati kepada Menteri Dalam
hegen untuk mendapatkan pertimbangan.

(2) Pertimbangan Menteri Dalam Negeri sebagaimana
dimaksud pads ayat [ 1 ) dijadikan dasar dalam
lucuyusun icnctna kerja sama.

Pasal 22
Prakarsa kerja sama dari pihak luar negeri sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 21 huruf c dilaksanakan sesuai
ketentuan peraturan perundangan.

Pasal 23

(1) Rencana kerja sama sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 22 ayat (2) dan Pasal 23 dlsampaikan oleh
pemerintah daerah kepada Montert Dalam Negeri.

(2} Rencana keija sama sebagaimana dimaksud pads
ayat (1) memuat:
a. subyek ketja sama;
b. later betekang;
c maksud, tujuan dan sasaran;
d objek/ruang lingkup keija sama;
e. basil keija sama;
E number pembiayaan; dan
g. jangka waktu peinkasnaan



Pasal 24

Rencana kerja sama dan rancangan memorandum saling
pengertian disampaikan oleh Bupati kepada Memeri
DaLuii Neger! untuk mempcroleh pertLnibangan dan surat
kuasa untuk menandatangani memorandum saling
pengerban oleh pemerintah daerah dan pihak luat negen.

Bagian Ketiga
Persetujuan DPRD

Pasal 25

Rencana kerja sama daerah yang membebani daerah dan
masyarakat harus mendapat persetujuan dari DPRD
dengan ketentuan apabila biaya keija sama belum
tenruggaikan dalam APBD tahan anggaran beijalan
dan/atau menggunakan dsn/atmi memanfaatkan aset
daerah.

Pasal 26

(1) Untuk mendapatkan persetujuan dari DPRD terhadap
kerja sama daerah yang membebani daerah dan
masyarakat, Bupati menyampaikan surat dengan
melampirkan rancangan peijanjian kerja sama kepada
Ketua DPRD dengan membenkan penjelasan
mengenai;
a. tujuan kerja sama;
b. objek yang akan dikeijasamakan;
c. hak dan kewajiban meliputi:

1) besamya kontribusi APBD yang dibutuhkan
untuk pelaksanaan kerja sama; dan

2) keuntungan yang akan diperuleh berupa barang,
uang, atau jasa;

d. jangka waktu kerja sama; dan
e besamya pembebanan yang dibebankan kepada

masyarakat dan jenis pembebanarmya.

(2) Surat Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tembusannya disampaikan kepada Gubernur dan
Menten Dalam Negen serta Menten/Punpinan LPNK
terkait.

Pasal 27
(1) Rancangan peijanjisn kerja sama sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dinilai oleh DPRD
paling lama 45 (empat puluh lima) hari kega sejak
diterima untuk memperoleh persetujuan.

(2) Apabila rancangan perjanjian kerja sama sebagaimana
dimaksud pada ayat (l)f DPKD menilai kurang
memenuhi prinsip kerja sama, paling lama 15 (lima
belas) hari kerja sejak ditRrima, DPRD menyampaikan
pendapat dan sarannya kepada Bupati.



(3) Bupati sebagaimana dimaksud pads ayat (2) dalam
waktu paling lama 14 (empat belas| hari keija telah
menyempumakan rancangan perjanjlan keija sama
dan menyampaikan kembali kepada DPRD.

(4) Apabila dalam waktu paling lama 15 (lima belas) hari
kcqa scjak diterimanya surat Bupati acbagaimana
dimaksud pada ayat (3), DPRD helum memberikan
persetujuan, dinyatakan telah memberikan
persetujuan.

(5) Bupati menyampaikan salinan setiap peijanjian keija
sama kepada Gubemur, Menteri/Pimpinan Lembaga
Pemermtah bion Kementenan terkait dan DPRD.

Pasal 28

(1) Rencana keija sama sebagaitnajia dimaksud dalam
Pasa! 21 disampalkan oleh Bupati kepada DPRD untuk
mendapat persetujuan.

(2) Persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dibenkan paling lama 30 (tiga puluh) hari keija
sejak diterimanya rencana keija sama.

(3) Persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pads
ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan DPRD.

(4) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari keija
rencana keija sama tidak mendapat tanggapan dari
DPRD, rencana keija sama dianggap disetujui.

(5) Bupati menyusun rancangan memorandum saling
pengertian setelah rencana ketja sama mendapatkan
persetujuan DPRD.

(6) Bupati menyusun rancangan memorandum saling
pengertian paling lama 30 (tiga puluh) hari keija
setelah rencana keija sama mendapatkan persetujuan
DPRD.

Pasal 29

Bupati menyampaikan rencana keija sama, persetujuan
DPRD, dan rancangan memorandum saling pengertian
kepada Meuten Dalam Negeri melalui Gubemur.

BAB VIII
TAHAPAN TATA CARA KERJA SAMA

Pasal 30
Tahapan tata cara ketja sama antar daerah, meliputi:
a. persiapan;
b. penawaran;



c. penyiapun ktscpakalan,
d. pcnandatenganan kcscpakatan;
e. petiylapan peganjisn;
f. penandatanganan perjanjïan; dan
g. pelaksanaan.

Pasal 31

(1) Tahapan tata cara kerja sama daerah dengan pihak
ketiga, meliputi:
a. tah&pan tata cara kerja sama dengan

kcmentcrian/LPNK,
b. tohapim tata cara kerja sama dengan badan

hukum.

(2) Uraian tahapan tata cara kerja sama daerah dengan
pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tereantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

RAR IX
TIM TEKNIS PERUMUSAN

KERJA SAMA DAERAH

Pasal 32

(1) Bupati membentuk dm teknls perumusan kerja sama
daerah untuk menyiapkan kerja sama daerah.

(2) Tim tekms perumusan kega sama daerah
scbagaimana dimaksud pada ayat (1) mcmpunyai
ingas:
a. melaknkan inventarisasi dan pemetaan bidang/

potensi daerah yang akan dikerjasamakan;
b. menyusun priöritas objek yang akan

c. memberikan saran terhadap proses pemilihan
daerah dan pihak ketiga;

d. menyiapkan kerangka acuan/proposal objek kerja
sama daerah;

e. membuat dan menilai proposal dan studi
kelayakan;

f menylapkan materi kesepakatan bersama dan
rancangan perjanjiaji kerja sama; dan

g, memberikan rekomendaai kepada Bupati untuk
penandatanganan kesepakatan bersama dan
peijanjian kerja sama.



(3) Tim teknis pemmusan kerja sama daerah
sebagaimena dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. Ketua : Sekretaris Daerah.
b. Sekretaris Kepala Bagian Bina dan

Fasilitasi Produk Hukum.
c. Anggota ; 1. Asiaten Sekretaris Daerah

Kabupaten FTingsewu
Bidang Pemerintahan dan
Kesejahteraan Rakyat;

2. Kepala OPD yang
melakaanakan kerja sama;

3. Kepala Sub Bagian Layanan
Banwan dan Kerjasama
Hukum;

4. Kepala. Sub Bagian
Penyusunan Produk
Hukum;

5. Kepala Sub Bagian
Inventarisasi, Dokumentasi
dan Diseminasi Hukum.

d. Kcterdinafnr
Sekretariat

: Unsur Bagian Bina dan
Fasilitasi Produk Hukum.

e. Anggota
Sekretariat

: 1. Staf Ahli Bupati Bidang
Pemerintahan;

2. Unsur Bagran Bina dan
Fasilitasi Produk Hukum.

BABX
NASKAH KERJA SAMA

Pasal 33

(1) Naskah Kerja Sama terdiri atas:
a. kesepakatan bersama; dan/atau
b. petjanjian kerja sama.

(2) Contoh Naskah Kerja Sama sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) tercantum dalam lampiran 11 dan
Lampiran 111 yang merupakan bagian yang tidak
tcrplsalikan dati Feraturan Bupati ini.

Pasal 34

(1) Kesepakaktii bcrsama sebagaimana dimaksud Pasal 33
huruf e dapat ditindak lanjuti dengan perjanjian kerja
sama.

(2) Kesrpukatan bersama dan peijanjian kerja sama
ditandatangani oleh Bupati bersama pihak yang
bekerja sama.



(3) Bupati dapat memberiksn mandat penandatanganan
perjanjian keija sama teknis kepada Kepala OPD.

(4) Pembciian mandat penandatanganan perjanjian kerja
sama dilaksanakan oleh Bupati atas dasar:
a. sifat kerja sama strategic atau non strategie;
b. nüai investasi;
c. kompleksitao peraoaleji;
d. subyek mttra kerja Kama yang mernpunyai

kewenangan menentukan hak dan kewajiban dari
mitra kerja sama.

(5) Pemberian mandat sebagaimana tersebut ayat (3) dan
ayat (4) dituangkan dalam bentuk Surat Kuasa.

Pasal 35

(1) Fenyimpanan naskah asli kesepakatan bersama dan
perjanjian kerja sama lintas OPD dilakukan oleh
instansi yang menangani kerja sana,

(2) Fenyimpanan naskah asli perjanjian kerja sama teknis
yang ditandatangani oleh Kepala OPD, dilakukan oleh
OPD yang bersangkutan dengan aalinannya dikirunkaji
kepada instansi yang menangani kerja sama.

(3) Instansi yang menangani kerja sama sebagarmana
tersebut dalam ayat (1) dan ayat (2} bertanggungjawab
untuk:
a* memberikan penomoran atas kesepakatan bersama

dan perjanjian kerja sama;
b. menyimpan dan memelihara naskah asli kerja

sama yang ditandangani Bupati serta salinan
perjanjian kerja sama yang ditandatangarn oleh
Kepala OPD;

c. menenma laporan pelaksanaan kerja sama teknis
yang dilaksanakan oleh OPD;

d. menerbitkan himpunan naskah kerja sama
Penierintah Daerah; dan

e, menyusun laporan pelaksanaan krrja sama
Penierintah Daerah

BAB XI
HASIL DAN PEMBIAYAAN KERJA SAMA

Pasal 36

(1) Hasil kerja sama daerah dapat berupa uang, surat
berhaiga dan aset, atau non material berupa
keuntungan.



(2) Basil kerja sama daerah sebagaimana dimaksud pads
ayat (1} yang menjadi hak daerah yang berupa uang,
barus disetor ke kas daerah sebagai pendapatan asli
daerah sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(3) Basil kerja sama daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat [1| yang menjadi hak daerah yang berupa surat
bcrharga dan/atau barang, harus dicatat sebagai aset
Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pasal 37

Pembiayaan pelaksanaan kerja sama pemerintah daerah
bersumber dari:
a. APBD; dan/atau
b. sumber-stunber lain yang sab dan disepakati daJam

naskah kerja sama.

BAB XII
BERAKHIRNYA KERJA SAMA DAERAH

Fasal 38

Kerja sama daerah berakhir apabila;
a. terdapat kesepakatan para pihak melalui prasedur

yang ditetapkan dalam peijanjian;
b. tujuan peijanjian tersebut telab tercapai;
c- terdapat pcrubahan mendasar yang men.gakiba.tkan

perjanjian kerja sama tidak dapat dilaksanakan;
d. salah satu pihak tidak melaksanakan atau melanggar

ketentuan perjanjian;
e. dibuat peijanjian bam yang menggantikan peijanjian

lama;
f muncul norma baru dalam peraturan perundang-

undangan;
g, cbjek perjanjian hilang;
h tfmdapHt bal-hal yang merugikan kepentingan

nasional; atau
i berakhirnya masa peijanjian.

Pasal 39

(1) Kerja sama daerah dapat berakhir sebelum waktunya
berdasarkan permintaan salah satu pihak dengan
ketentunn:
a. menyampaikan secara tertulis inisiatif pengakhiran

kerja sama kepada pihak lain; dan



b. pihak yang mempunyai inisiatif pengakhiran kerja
sama menanggung resiko balk Qnansial maupun
resiko lainnya yang ditiiiibulkan acbagai akibat
pengakhiran keija sana

(2) Peugakliirdii keija sama mi tidak akan mempengaruhi
penyelesaian objek keija sama yang dibuat dalarn
perjanjian atau dalam pelaksanaan perjanjian kerja
sama sebagarmana dimakaud dalam Pasal 17, sampai
terselesaikannya objek keija sama tersebut.

Pa&al 40

Keija sama daerah tidak berakhir karena pergantian
pcmcrintahan di daerah.

BABXlli
PERUBAHAN KERJA SAMA DAERAH

Pasal 41

(1) Para pihak dapat melakukan perubahan atas
ketentuan keija sama daerah.

(2) Mekanisme perubahan atas ketentuan kerja sama
daerah diatur sesuai kesepakatan para pihak yang
melakukan kerja sama.

(3) Perubahan ketentuan kerja sama daerah dituangkan
dalam perjanjian keija sama setingkat dengan kerja
sama daerah mduknya dalam bentuk addendum atau
amandemen perjanjian keija sama.

BAB XIV
PENYELESAIAN PERSEL1SIHAN

Paaal 42

(l| Fenyelesaran persehsihan kerja sama antar daerah
dalam Prvvinai Lampung, dilakaanakan dcngan cara
a. musyawarah; atau
h. Keputusan Gubemur Lampung

(2) Penyelesalan persellslhan keija sama antar daerah di
luar Provinsi Lampung, dilakBanakan dengan cara:
a. musyawarah; atau
b. Keputusan Menten Dalam Negert.

(3j Keputusan Gubemur Lampung dan Keputusan
Menten Dalam Negen sebagarmana dimakaud pada
ayat ( 1 ) huruf b dan ayat (2| huruf b bersifat final dan
mengikat.



Pasal 43

(U Penyelesaian perselisihan keija sama daerah dengan
pihak ketiga dilaksanakan sesuai kesepakatan yang
diaLur dalam peijanjian kjeija sama.

(2) Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana
dimakaud pada ayat (1) tidak tercapai, maka
penyelesaian dilaksanakan scauai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 44

Penyelesaian perselisihan dalam pelaksanaan kerja sama
antara pemerintah daerah dengan pihak luar negeri
dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan dalam naskah
mrnmrandum saling pcngertian

BABXV
KETENTIJAN PENUTUF

Pasal 45

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Pringsewu.

Ditetapkan di Pringsewu
pada tanggal ó NövmbGr 3017
BUPATI PRINGSEWU,

dto

6UJAD1

Diundangkan di Pringsewu
pada tanggal é 5017
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU,

dto

A. BUDIMAN PM

BERITA DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU TAHUN 2017 NOMOR 43

WAS

Sesuai dengan Aslinya
Kepala Bagian Bina dan Fasilitasi Produk Hukum

Sekretariat Daerah Kabupaten Pringsewu,



LAMJTKAN 1 : FKRATLRAN BUPATI PRIINGSEWU
NOMOR : 4C
TAHUN : 201?

CONTOH FORMAT KESEPAKATAN BERSAMA

LOGO PIHAK
KESATU

(JIKA DIPERLUKAN]

KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA

LOGO PIHAK
KEDUA

(JIKA DIPERLUKAN)

DENGAN

NOMOR : .... (NO. PIHAK KESATU)
NOMOR : (NO. PIHAK KEDUA)

TENTANG

Pada hart ini, tanggal buJan tahun
bertempat di (kota tempot pencmdatangejian),

kami yang bertandatangan di bawah tui :
L (Nama lemhaga/instansi), yang tawkedudukan di .. dibentuk

berdasarkan (dasar hukum pembentukan lembaga/instansi), dalam
kesepakatan bersama ini diwakili oleh (nama pejabat yang
lUEnandalangani) selaku — (nama jabatan), dalam hal ini
bertindak dalam jabatan tersebut di atas, dari dan oleh karena itu sah
mewakili (Nama lembaga/instansi) , untuk selanjutnya
disebut PIHAK KESATU.

II. (Nama lembaga/instanst), yang tankedijdukan di dibentuk
berdasarkan (dasar hukum pembentukan lembaga/instansi), dalam
kesepakatan bersama ini diwakili oleh (nama pejabat yang
menandatangani) selaku (muna Jabaian), daJam hal ini
hertindak dalam jabatan tereebut di atas, daH dan oleh karena itu sah
mewakili lembaga/instansi), untuk selanjutnya disebut
PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA untuk selanjutnya secara bersama-
sama disebut PARA Pil IAK.



PARA PIHAK tcrlcbih dahulu menerangkan hal-hal aebagai berikut:
a (pertmibaiigan PARA PIHAK yang mcmuat

ktauaal alaaan m^mbuat kesepakatan bersama atau memuat dasar
hukum kesepakatan bersama);

b

Dengan mi PARA PIHAK menyatakan telah sating setuju dan aepakat
untuk mengadakan Kesepakatan Bersama ,
dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal I
MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah

(2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah

Pasal 2
OBYEK DAN RUANG L1NGKUP

(1) Obyek keija sama ini adalah
(2) Ruang lingkup kerja sama ini meliputi:

a (sesuai ruang lingkup yang
disepakati);

t> ;

Paaal 3
PELAKSANAAN

PARA PIHAK sepakat bahwa pelaksanaan keija sama sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1 ayat (IJ Kesepakatan Bersama ini akan diatur
lebih langui dalam Pcrganjian Kcqa Sama berdasarkan proacdur dan
ketentuan peraturan perundang-undangan yangherlaku

Pasal 4
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang tnnbul sebagai akibat pelaksanaan Kesepakatan
Bersama ini akan diatur lebih lanjut dalam Pcrjaajian Keija saiua.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

(1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu
( /dengan huruf) tahun, terhitung sejak ditandatangani oleh
PARA PIHAK dan dapat diperpenjang sesuai dengan kesepakatan
PARA PIHAK.



(2) Kesepakatan Bersama ini menjadi batal dengan sendirinya atau batal
demi hukum bilamana ada ketentuan peraturan perundang-undangan
dari pemerintali yang secara nyata dan dapat dibuktikan menjadi
penyebab peijanjian keija sama ini tidak dapat dilaksanakon dan/atau
bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
dimaksud.

(3) Evalnasi atas Kesepakatan Bersama ini dilakaanakan setiap tabun
atau berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 6
PENDELEGASIAN ƒ PEUMPAHAN

WEWÊNANG

^1) PIHAK KESATU dalam melaksanakan sebagaimana dimaksud
pada Pasal 2 ayat (2) dapat melimpahkan wewenangnya kepada

(apabila penandatanganan perjanjian kerja
sama dilakukan oleh pihak yang diberi wewenang menandatangani
peijanjian keija sama).

(2) PIHAK KEDUA daiam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud
pada Pasal 2 ayat (2) melimpahkan wewenangnya kepada

Pasal 7
PEMBERITAHUAN

(1) Setiap dokumen dan atau pemberitahuan yang berhubungan dengan
Kesepakatan Bersama ini harua dibuat secara tertulis dan/atau dapat
disampaikan secara langsung oleh PARA PIHAK.

(2) Alamat yang akan dipergunakan untuk komunikasi PARA PIHAK
sebagaimana dimaksud pada ayal (1) adalali aebagii bcnkut;

a. PIHAK KESATU
(diisi Ncum Instansi, alamat lengkap,

dan Nomor Telpon/Farimile PIHAK KESATU)
b. PIHAK KEDUA

(diisi Nama Instansi, alamat lengkap,
dan Nomor Telpon/Faximile PIHAK KESATU)

Pasal 8
PENUTUP

(1) Hal hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur
di kemudian ban oleh PARA PIHAK yang akan dituangkan dalarri
Addendum dan/atau Amandemen yang merupakan satu kesatuan
yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.



12) Kesepakatan Bersama ini dibuat riglam rangkap 2 (dua) dan
bennaterai cukup, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum
yang sama.

PIHAK KEDUA, PIHAK KESATU,

(NAMA LENGKAP PEJABAT
YANG MENANDATANGANI}

(NAMA LENGKAP PEJABAT
YANG MENANDATANGANI)

BUPATI PRTNCSEWU,

dto

SUJADI



Dengan ini PARA PIHAK menyatakan tclah saling sctuju dan acpakat
untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama ,
dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
DASAR PERJANJIAN

Dasar Perjaniian Kerja Sana:
1 (Dasar Hukum/peraturan perundang-

undangan pelaksanaan perjanjian);
2 :

Pasal 2
MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini odolah

(2) Tujuan Pteijanjian Keija Sama ini adalah

Pasal 3
OBYEK DAN RUANG LINGKUP

(1) Obyek kerja sama ini adalah ....

(2) Ruang lingkup kerja sama ini meliputi:
a. (sesuai ruang lingkup yang

disepakati);
b ;
c

(3) Ruang lingkup sebagaimana dimakaud pada ayat (2) dilaksanakan
berdasarkan ketentuan peraturan perundangan.

Pasal 4
PELAKSANAAN KERJA SAMA

Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud. dalam Pasal 3 Perjanjian
Kerja Sama ini adalah scbagai berikut:
» (rincian kegiatan sesuai ruang lingkupj;
b ;
c

Pasal 5
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

(1) Hak PIHAK KESATU:
a (rincian Hak PïHAK KESATU);
b ;
c



(2) Kewajiban PIHAK KESATU:
a (rincian Kewajiban PIHAK KESATU};
b ...;
c

(3) Hak PIHAK KEDUA:
a (rincian Hak PIHAK KEDUA);
b ;
c

(4) Kewajiban PIHAK KEDUA:
a (rincian Kewajiban PIHAK KEDUA);
b ;
c

Pasal 6
JANGKA WAKTU

[1) Perjanjian Keija Sama ini berlaku untuk jangka waktu ....
( /dengan huruf) tahun, terhitung sejak Perjanjian Kerja
Sama ini ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang
seauai dengan kesepakatart PARA PIHAK.

(2) Perjanjian ini menjadi batal dengan sendirinya atau batal demi hukum
bilarnana ada ketentuan peraturan perundang-undangan dari
pemerintah yang aecara nyata dan dapat dibuktilcaii menjadi penyebab
perjanjian kerja sama ini tidak dapat dilaksanakan dan/atau
bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
dimaksud.

(3) Evaluasi Perjanjian Kerja Sama dilaksanakan setiap tahun atau
menurut kebutuhan berdasarkaii kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 7
KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEUREf

(1) Termasuk Keadaan Kahar (Force iWq/eune) adalah kejadian akibat
bencana alam, bencana non alam, bencana sosial, atau disebabkan
karena alasan peraturan perundang-undangan, ordonansi pemerintah,
atau karena dengan alaaan tindakan lain atau tindakan Pemerintali,
atau sehab apapun yang sifatnya sama seperti hal-hal tersebut, balk
dinyatakan secara resmi atau tidak yang berada di luar kekuasaan
PARA PIHAK.

(2) Jika teijadi keadaan kahar tidak ada satu Pihak pun yang akan
bertanggungjawab terhadap pihak lain atas kegagalan atau
keteriambatan pelaksanaan kewajiban akibat “Keadaan Kahar (Force
Mtijeurefy* dan PARA PIHAK akau dibebaskan atas hak dan kewajiban
atas pelaksarLaan Perjanjian Kerja Sama ini.



Pasal 8
PENYELESAIAN PERSEUSIHAN

(1) Setiap peraelisilian dan perbedaan pendapat yang terjadi sebagai
akibat pelaksanaan isi Peijanjian Keija Sama ini, akan diselesaikan
secara musyawarah untuk mufakat antara kedua belah pihak.

(9) Apahila dengan jalan musyawarah untuk mufakat e^bagaimana
dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, PARA PIHAK sepakat untuk
meugajukan penyelesaian ke (Pengadilan yang
disepakati FARA PIHAK).

Pasal 9
PENUTUP

(1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peijanjian Kerja Sama ini akan diatur
di kemudian hari oleh PARA PIHAK yang akan dituangkan dalam
Addendum dan/atau Amandemen yang merupakan satu kesatuan
yang tidak terpiaohkan dori Peijanjian Kcija Sama ini.

(2) Peijanjian Keija Sama ini dibuat dalam rangkap 2 [dua) dan bermaterai
cukup, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KKÜUA, PIHAK KESATU,

(NAMA LENGKAP PEJABAT
YANG MENANDATANGANI)

(NAMA LENGKAP PEJABAT
YANG MENANDATANGAN1)

BUPATI PRJNGSEWU,

dto

3UJADI



LAMPIRAN II : PERATUKAN UUFAT1 FNllNGSEWU
NOMOR ! 4J
TAHUN :

CONTOH FORMAT PERJANJIAN KERJA SAMA

PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

LOGO PIHAK
KESATU

(JIKA DIPERLUKAN)

LOGO PIHAK
KEDIJA

(JIKA DIPERLUKAN)

DENGAN

aOMOR : ..... ... (NO. PIHAK KESATU)
NOMOR : .. .. (NO. PIHAK KEDUA)

TENTANG

Pada hard iiii, .. tanggal bulan tahun
bertempat di (kota tempat penandatanganan),

kami yang bertandatangan di bawah ini :
I. (Nama lembaga/instansi). yang berkedudukan di dihentuk

berdasarkan (dasar hukum pembentukan lembaga/instansi), dalam
Perjanjian Keqa Sana, ini diwakili cleh (nama pejabat yang
menandatangoni) selaKu ............... (nama jabatan), dalam hal ini
her+irdak dalam jabatan tersebut di atas, dari dan oleh karena itu sah
mewakili (Nama lembaga/instansi), untuk selanjutnya
disebut PIHAK KESATU.

II. (Nama lembaga/instansi), yang berkedudukan di dihentuk
berdasarkan (dasar hukum pembentukan lembaga/mstansi|3 dalam
Peijanjian Keija Sama ini diwakili oleh (nama pejabat yang
mcnandatangarii) sclaku .nama jabatan), dalam hal Lui
bertindak dalam jabatan tersebut di atas. dari dar oleh karena itu sah
mewakili (Mama iembaga/instansi), untuk selanjutnya
disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA untuk selanjutnya secara bersama-
sana disebut PARA PIHAK.
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